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Abstract

The phenomenon of violence towards migrant workers (Women Employment) continue
to appear, including Ruyati caseis considered phenomenal because the mediaisvery intensive.
This study aimsto describe the case Ruyati framed and voiced by the media through the female
informants. The theory used is the concept of feminist standpoint theory and the media. This
study uses framing analysis Entman. Data obtained from news sources newspaper Kompas,
Media Indonesia and Republika, as all three reported cases of TKI Ruyati and more intensive
than the other newspapers of the date of June 20 till July 1, 2011. The results showed: (1) The
emergence of pessimistic tone of the government’s performance in addressing the case of mi-
grant workers, (2) The position of women as resource persons fewer in number than men. Quan-
titatively, the mass media has not shown any significant defense of the maids. Women who are
victims of violence are usually not given the means to voice their position interests, and (3)
speaker’s tone of men emphasize improvements in the fields of politics, law, and economics
associated with the maids, while the resource concerns of women migrant workers to focus on
individual salvation should through high-level diplomacy.

Abstrak

Fenomena kekerasan terhadap TKW (TenagaKerjaWanita) terus muncul, termasuk kasus
Ruyati yang dianggap fenomenal karena pemberitaan media sangat intengif. Penelitianini bertujuan
mendeskripsikan kasus Ruyati yang dibingkai dan disuarakan oleh mediamelalui para narasumber
perempuan. Teori yang digunakan adalah standpoint theory dan konsep feminist media. Penditian
ini menggunakan metode analisis framing Entman. Sumber data diperoleh dari pemberitaan koran
Kompas, Medialndonesia, dan Republika, karenaketiganya memberitakan kasus Ruyati dan TKI
lebih intensif dibandingkan dengan koran lain segjak tanggal 20 Juni sd 1 Juli 2011. Hasil penelitian
menunjukkan; (1) Munculnyanadapesimisterhadap kinerja pemerintah dalam menyikapi kasus TKI;
(2) Posis perempuan sebagal narasumber jumlahnya lebih sedikit dibanding laki-laki. Secarakuartitatif,
media massa belum menunjukkan pembelaan cukup berarti kepada TKW. Kaum perempuan yang
biasanya menjadi korban kekerasan tidak diberi posisi berarti untuk menyuarakan kepentingannya;
dan (3) Nada suara narasumber laki-laki menekankan pembenahan di bidang politik, hokum, dan
ekonomi yang terkait dengan TKW, sedangkan kepedulian narasumber perempuan berfokus pada
penyelamatan individu TKW seharusnyadilakukan melaui diplomasi tingkat tinggi.

Katakunci: kasus Ruyati dan kekerasan perempuan di media


mailto:billysarwono@gmail.com
http://www.pdffactory.com

181

Pendahuluan

Di Indonesia, duniapolitik dan perilaku
politik sering dianggap sebagai aktivitaslaki-laki,
makamasyarakat menganggap perempuan yang
berpolitik sebagai orang yang tidak dapat diteri-
ma. Hasil jgjak pendapat Kompas (21 Desember
2009:8) menunjukkan 58.9 persen pembacatidak
puas dengan kinerja anggota DPR perempuan
periode2004-2009. Sdainitu 61 persen khalayak
pembacanyajugaberpendapat bahwapolitis ini
bel um berperan aktif dalam parlemen, dan bahkan
61.7 persen dari merekabel um pernah mendengar
kel ompok ini memperjuangkan nasib perempuan
Indonesia. Gambaranini serupadengan studi Car-
roll dan Schreiber (Norris, 1997:131-132) menun-
jukkan bahwa peliputan terhadap pemimpin | aki-
laki 1ebih banyak daripadajumlah pemberitaan
tentang presiden perempuan karena perempuan
politis dianggap tidak memiliki kompetens untuk
berkiprah di publik. Anggapan ini tidak sajadi-
sebabkan ol eh faktor kultural, namun jugakon-
struksi media, stereotipeyang berlaku dan kalau
pun perempuan mempunyai kesempatan untuk
menjadi politisi, makamerekadianggap belum
mel akukan tugasnyasecaramaksma dan bahkan
belum terdengar kiprah merekadalam memper-
juangkan kepentingan kaumnya

Indonesiapernah memiliki presiden pe-
rempuan, dan jumlah perempuan yang duduk di
DPR pun semakin bertambah, namun kuantitas
kaum perempuan di DPR tidak berkorelas dengan
kebangkitan perempuan Indonesia. Hal ini juga
diungkap oleh Dewi (2009) bahwakuditaspara
politis perempuandi Indonesamasihlemah. Ha
ini bisadimengerti, mengingat tak sedikit politis
perempuan yang kepeduliannyabel um menyentuh
persod an atau pemberdayaan perempuan di ruang
publik. Berbagai isu sensitif perempuan Indone-
Sia, seperti nasib TKW di luar negeri yang diper-
kosa, disksa, dipenjarabahkan dihukum mati be-
[um mampu menggugah mayoritaswakil rakyat itu,
walaupun merekamemiliki wewenang untuk me-
lakukan advokas, setidaknyamelalui pernyataan
merekadi media. Tak jarang penderitaan TKW
dianggap sekedar permasal ahan seseorang yang
mencari rejeki di negeri orang.

Padatanggal 20 Juni 2011, Indonesiadi-
kejutkan dengan pemberitaan Hukum Pancung

bagi Ruyati, TenagaK erjaWanita(TKW) di Saudi
Arabiatanpapemberitaan terlebih dahulu kepada
PemerintahIndonesia. Ruyati yang sering mendapat
sksaan dari majikan, dan sering terlambat men-
dapatkan ggji, didakwamembunuh majikannya
dan majikan tersebut tidak mau memaafkan per-
buatan Ruyati. M ediamassasangat gencar mem-
bahas terjadinya hukum pancung dari berbagai
aspek: politik, ekonomi, hukum dan jugamem-
bahas berbagai komentar pro dan kontraterhadap
pel aksanaan hukum pancung tersebut. Kasus Ru-
yati dianggap fenomena dan mencoreng hargadiri
bangsaini, karenaitu pemberitaannyasangat in-
tensf. Sayangnyanarasumber yang | ebih banyak
digunakan ada ah narasumber [aki-laki.

Berdasarkan pemikiran di atas, makahal
yang menjadi pertanyaan penelitian adalah ba-
gaimana media membingkai kasus Ruyati dan
TKW? Bagaimanagaung suarakepedulian dari
narasumber (politis) perempuan? Kgian terhadap
perbedaan suaranarasumber perempuan sangat
penting mengingat berbagai studi produks media
sebelumnyamenunjukkan bahwabiasgender da-
lam ruang redaks tidak berubah sgak tahun 1996-
2003 (Poindexter, 2008:175-266, Sarwono da-
lam Eide, Kuneliusdan Kumpu 2010:213-226).
Studi lain yang dilakukan Codlett, Easton dan
Summerfield (1996:170-171; Sarwono, 2010:
183-184) men;j el askan bahwaadaperbedaan mo-
ral yang disuarakan perempuan danlaki-laki ddam
media, walaupun hd ini tidaklah bersifat absolut.
Disampingitu, munculnyasuaraperempuandaam
mediabisamewarnal pemberitaan yang | ebih hu-
manis, sensitif dan smpatik (Chambers, Steiner
dan Fleming, 2004: 103-104). Dengan demikian,
melaui empati yang dikembangkan pendliti, hasll
penditianini diharapkan dapat mendorong mun-
culnyaperspektif gender ddam media.

Terkait dengan TKI, dataterbaru (Januari-
Maret 2011), Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2
TKI) memperlihatkan jumlah pel ayanan dokumen
bagi TKI adalah 126.131, dengan rincian 36 per-
sen TKI Formal dan 64 perseninformd. Dari jum-
|ah tersebut, penempatan TK1 keArab Saudi yang
terbesar, yaitu 34,25 persen, dan 80 persen di an-
taranyamerupakan TK1 informal.

Secaraumum bisadikatakan bahwajum-
lah penempatan TK| secaralegd sdaumeningkat
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dari tahun ketahun. Tigatahun belakanganini telah
ditempatkan 2.125.571 orang TKI, dengan per-
tambahan dari 680.000 orang pada tahun 2006
menjadi 748.825 orang padatahun 2008 (http://
ditpolkom.bnp2tki.go.id). Terdapat pergeseran
penempatan TKI dari sektor informal menuju ke
sektor formal, namun pergeseran tersebut belum
sgnifikan. Menurut datatahun 2007, penempatan
padasektor informa masih dominanyakni sekitar
72 persen. Padatahun 2008, penempatan pada
sektor informal menurun menjadi 64 persen dan
sektor formal menjadi naik sebanyak 36 persen.
Penempatan TKI di KawasanAsiaPasifik, Ame-
rikalebih banyak beradapada sektor formal (52
persen) sedangkan di Kawasan Timur Tengah
(TimTeng) danAfrika, 98 persen beradadi sektor
informa (http://ditpolkom.bappenas.go.id).

Menurut catatan Migrant CARE, pada
tahun 2006-2010 (Hidayah, 2011) ada1.105 bu-
ruhmigranyangmeninggd di Arab Saudi yang mana
sebagian di antaranyameningga karenapenyik-
saan. Sdanitu ribuan TKI jugamenga ami perko-
saan, penyiksaan dan perbudakan, pelanggaran
HAM, bahkan aksesterhadap keadilan bagi kor-
ban jugasangat terbatas, sertamotivasi di balik
perbuatan pidanatersebut tak pernah terungkap
dalam ruang pengadilan.

Bagai manaproses pemberitaan TKW di
media? Hd ini tentunyatak |epasdari latar bela-
kang, kepentingan, dan motivas mediaterhadap
sebuah isu. Pakar feminist media, van Zoonen,
(1997:1-28) menjdaskan bahwaproses produks
dalam industri mediatidaklah sederhanatetapi
merupakan prosesnegosias yang kompleks. Pa-
kar tersebut mengadops pendekatan kultural da-
lammemahami relas antaragender, kekuasaan dan
mediamassa; dan diamelihat bahwaawak media
secaraaktif memproduks nilai-nilai kultural dan
bukan secarapasif merefleksikan kehidupan ma-
syarakat. Besarnyaperan reporter dalam meng-
konstruks pesan, makamenurut Ruigrok (2010:
85) mativas danintegritasjurnalisdalam menya
jikan sebuah isu patut diperhitungkan. Pakar lain
menganggap mediasebagai sal ah satu arenakul -
tural, dan melalui teks atau pemberitaannya, se-
seorang bisamempelgari posis atau kedudukan
dan mendefinisikan identitas suatu kel ompok
(Rossdan Byerly, 2004:42). Mediabahkan bisa

memainkan peran dalam misrepresenting ke-
benaran dan dinamikakekuasaan (Curran, 2002:
138). Hasil penelitian Fatmah, Susilastuti, dan
Basuki (2010:15) mendeskripsikan bahwamedia
massaberperan dalam membantu masyarakat da-
lam mengritis masaah-masa ah sosia yang ada
khususnyatentang kekerasan daam rumah tangga
(KDRT).

Subono (2003:60-64) menjelaskan ada
duapendekatan dalamjurnalisme, yang pertama
adal ah pendekatan yang netra atau objektif. Da
lam pandangan kelompok pertama, hasil kerjajur-
nalissamasekali tidak berkaitan atau bebas dari
pertimbangan-pertimbangan gender. Sedangkan
pendekatan kedua adal ah pemberitaan yang ber-
perspektif gender dimanakalanganjurnaismenu-
angkan tulisannyadengan mendasarkan padake-
pekaan gender. Pada pendekatan yang keduaini,
parajurnaisterutamayang perempuan memiliki
hak untuk memilihtema-temayang menarik me-
nurut merekadan diekspresikan dalam bingkai
yang berbedadibandingkan dengan teman-teman
jurnalislaki-laki. Faktanya, kalangan jurnalispe-
rempuan pun sudah dikondisikan atau dikon-
struksikan untuk menygjikan tulisan-tulisannya
dalam polalaki-laki. Merekahampir selaluikut
arus, seringkali memang tanpa pilihan untuk
memberitakan apayang disebut hard news seperti
politik. Kalangan jurnalis padaumumnyasangat
percayabahwaberitamemang tidak perlu diapre-
Sas secaragender. “ Beritaadal ah berita’ gpakah
itu ditampilkan olehjurndislaki-laki atau perem-
puan. Bagi merekayang | ebih penting adal ah stan-
dar kesahihan atau keakuratan, keseimbangan,
penyajian, dan penerapan etik yang secarasetara
terhadap semuajurndistanpaharus mempertim-
bangkan persoaan gender di dalamnya. Mengapa
demikian?Hal ini bisaterjadi karenasal ah satu
aasannyamas h kuatnyakultur patriarki yang me-
lekat dalam diri parajurnalis (Shetty, 2005:3).
England (2010:162) memperjelas bahwa keti-
daksetaraan gender dalam duniakerjaakan mem-
pengaruhi perilaku ketidaksetaraan gender di
dalam keluarga dan demikian juga sebaliknya.
Padatahapan memproduks teksdi institus me-
diabisaterjadi kontradiksi, konflik antara ke-
pentingan organisasi untuk mendapatkan keun-
tungan besar, dengan kepentingan profesional
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yang selalu memperhatikan etika dan estetika
penygianhasl.

Gunamemperkuat dasar berpikir teoretis,
penditi menambahkan teori standpoint (West and
Turner, 2010: 501-511; Miller, 2005: 304-305).
Teori ini berangkat dari asums bahwal aki-laki dan
perempuan mempunyai perspektif terpisah, dan
merekatidak memandang segal asesuatu dari po-
S yang setara. Lokasi-lokas yang berbedaddam
hirarki sosa mempengaruhi apayangdilihat. Pe-
rempuan dan minoritasyanglannyamemperseps
dunia secara berbeda daripada kel ompok yang
berkuasa. |dentitasdalam pandangan ini bukanlah
suatu yang sifatnya esensial. Keperempuanan
ataupun kel aki-lakian merupakan karyabudaya
yangsfatnyaloka. Di Sni perempuanterpossikan
padahirarki sosial yang lebih rendah dibanding
laki-laki, contohnyadari normaisas tugas perem-
puan dalam rumah tangga (ranah domestik), dan
laki-laki sebagal pencari nafkah.

Teori standpoint percaya hanya dengan
suatu kerangkapemikiran yang mampu menembus
pengetahuan yang bias gender, dan penundaan
terhadap berbagai praduga (stereotype), maka
cara pandang dunia kaum marjinal mampu di-
ungkapkan. Pendekatan ini mengklaim sebagai
pendekatan yang lahir dari perhatian terhadap
orang kebanyakan, dan bukannyaelit masyarakat.
Sebagai pendekatan yangikut dilahirkan olehfil-
safat Marx, teori standpoint tetap berpegang pada
dasar marxisme, yaitu materialismehistoris, di-
konseptualisasikan oleh Hartsock. Dalam hal ini

kemampuan seseorang untuk mengerti ‘dunia
terbentuk dari kelassosa dimanamerekaberasal.

M etode Pendlitian

Penelitianini menggunakan datakualitatif
(Hennink, Hutter dan Bailey, 2011: 8-9). Datadi-
peroleh dari mediacetak nasiond terkait isu hu-
kuman pancung terhadap Ruyati dari tanggal 20
Juni sampai dengan 1 Juli 2011. Pemilihantanggd
tersebut didasarkan padamaraknya pemberitaan
Ruyati yang berlangsung hampir dua minggu.
Adapun sampel mediacetak didasarkan padasurat
kabar nasiond yang adadi Jakarta. Padaawalnya
penditi mengamati pemberitaan Ruyati padalima
surat kabar yaitu Kompas, Republika, Medialn-
donesia, Koran Tempo dan SuaraPembaruan se-
lamatigahari berturut-turut dan membandingkan
jumlah beritadi antara kelima harian tersebut.
Setelahitu, dipilih harian yang dianggap banyak
memberitakan pemberitaan Ruyati, dengan asums
bahwakoran yang menyajikan banyak beritape-
mancungan TKW, merupakan mediacetak yang
mempunyai kepedulian besar terhadap kasus
tersebut. Selamamasaobservas, tigaharian per-
tamarata-ratamenyagjikan tigaberitaper hari ten-
tang Ruyati, sedangkan duakoran terakhir hanya
menygjikan rata-ratasatu atau duaberita Ruyati.
Akhirnyapenditi memilihKompas, Republikadan
Medialndonesiauntuk diteliti. Mengingat peran
narasumber perempuan menjadi penekanandaam
penditianini, makaberitayang dipilihuntuk diteli-

Tabel 1. Framing Pertama

20 Juni 2011 Kompas (1) Republika (2) Media Indonesia (3)
Judul Pemerintah Tak Dapat Hindari Pemerintah Terlambat Perlindungan TKI Gagal, Ruyati
Hukuman Dipancung

Bingkai Pemerintah gagal melindungi warganya Mempertanyakan tanggung jawab Pidato SBYdi forum ILO hanya sebatas

masalah karena tidak bisa campur tangan. pemerintah, karena pemerintah SBY tak  retorika saja. Pdhal masih ada TKI lain yg
segesit Gus Dur yg bisa menunda bermasalah. Metafora: Algojo, pancung,
hukuman mati. ajal.

Penyebab (1)Mahkamah Tamyiz mengesahkan Pemerintah tdk mau mengejar diplomasi  Pidato SBY tidak konsisten dengan

hukuman mati 14 Rajab 1431 H yg
diperkuat MA. Qishah

(2) Hukuman mati terjadi bbrp hari st
SBY pidato di ILO

Pertimbangan
moral

Keputusan hukuman mati dirasakan
timpang karena hanya memikirkan
posisi majikan di Arab.

Rekomendasi  Pidato SBY jangan dikaitkan dengan

hukuman mati.

tingkat tinggi antar kepala negara.

Menyalahkan SBY karena tdk bisa
melakukan negosiasi seperti Gus Dur,
padahal masih ada 23 TKI yg kasusnya
tak ditangani dan bisa bernasib spt Ruyati

Pemerintah hrs ikut bertanggungjawab

faktanya.

Bersimpati pada Ruyati. Ruyati
merupakan orang ke 28 yg terkena
pancung tahun 2011, masih ada 23 dari
1.2 juta WNI di Arab yang menanti ajal.

Ind hrs bersikap tegas, tapi jangan
kaitkan hukuman mati dengan janji SBY
di ILO
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ti adal ah yang menggunakan narasumber perem-
puan. Pendliti hanyamenemukan 18 dari 101 be-
rita. Tahap berikutnya, pendliti memilihtigaberita
dari masing-masing koran yang menggunakan
kolom terbesar ddam mengetengahkan kasus Ru-
yati. Pengumpulan datamelalui mediacetak dila-
kukan dengan teknik andisisframing digagasoleh
Entman (Eriyanto 2002). Pendliti menyadari bahwa
pendlitianini tidak terlepasdari kelemahan bahwa
penekanan pada beritayang menggunakan nara-
sumber perempuan menyebabkan terbatasnyava
rias isuyangbisadianadisis. Sdainitu, penditian
ini tidak membedakanideologi setigp surat kabar,
padahal ideologi dari masing-masing koran me-
warnal perspektif paraawak medianya.

Has | Penditian dan Pembahasan

Penelitian ini mendeskripsikanisu yang
dibingkai oleh surat kabar dalam koran Kompas,
Republika, dan Medialndonesia.

Isu pertama, koran Kompas membingkai
Pemerintah gagal membela TKI karenatak bisa
campur tangan dalam putusan hukuman mati. Se-
mentaraitu, Republikamempertanyakan tanggung
jawab pemerintah dengan menekankan bahwa
Pemerintah SBY tak segesit Gus Dur ygbisame-
nundahukuman mati. Sedangkan Medialndone-
samembingka Pideto SBY di forum International
Labour Organisation (ILO) hanya sebatasreto-
rikasga, padaha mashbanyak TKI lanygberma
salah. Medialndones ajugamenggunakan meta:
foraseperti algojo, pancung, ga untuk menegas-
kan bahwa perlakuan hukuman mati bagi TKI
dilakukan tanpabe askasihan.

Framing pertama, pemberitan Kompas,
melihat hukumanmati yang didami oleh burunh mi-
grant Indonesia, Ruyati, merupakan bentuk
kegaga an pemerintah. Sekaligus menuduh pida-
to pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) di depan ILO bukanlah kenyataan sesung-
guhnya. Meminjam argumen Weahyu Susilo (andi-
siskebijakan migrant care), yang mengatakan
bahwa pidato Presiden masih jauh dari keadaan
sesungguhnya, Kompas membangun keyakinan
pembacanya, seolah bahwapidato tersebut tidak
lebih dari lip service.

Kompasmelihat penyebab dari kegagaan
melindungi Ruyeti adalahlemahnyakordinas dan

diplomasi. Gunamenguatkan argumen tersebut,
Kompas mengutip Rieke Diah Pitaloka (RDP)
anggotakomis IX DPR, jugapolitisi Partai De-
mokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang me-
ngatakan penyebab kegagal an pemerintah me-
lindungi warganyamerupakan akibat dari kele-
mahankordinag interna dan kemampuanobi sarta
negosas di tingkat internasiond.

Memasuki paragraf ketiga, mulai terlihat
bahwaK ompas, berusahamelihat kasus Ruyati
sebagal sesuatu yang seolah tidak dapat dihindari.
Bantahan pemerintah terhadap kasus tersebut
disampai kan dengan menguitip pernyataan Jumhur
(KepalaBNP2TKI) sertajuru bicara(jubir) pre-
siden Julian Pasha: “ Pemerintah Indonesiatentu
tidak bisamencampuri proseshukum yang terjadi
di Negaralain”. Mengacu pada pernyataan Jubir
Presiden, terlihat jel asbahwa K ompas berusaha
mengukuhkan bahwa apa yang yang menimpa
Ruyati seolah takdir. Satu-satunya kesalahan
pemerintah addah keldaian ddam memperhatikan
proseshukuman mati terhadap Ruyeti, yang disertal
argumen Marty (Menteri Luar Negeri disingkat
Menlu), “pemerintah telah mendampingi Ruyati
bahkan sgjak awal kasus itu muncul dan disi-
dangkan pada Januari lalu”. Di bagian akhir,
Kompas menyalahkan sikap pemerintah Arab
Saudi yang bersikap tidak adil padaRuyati, dengan
mengutip keluhan anak kandung Ruyati karena
ibunyatel ah bekerjasetahun empat bulan, tapi ba-
ru mendapatkan sembilan bulan ggji, dan kakinya
patah karenadidorong dan jatuh dari lantai dua
olehmgikannya

Dengan naras tersebut, pembacadigiring
untuk melihat bahwaputusan hukuman mati yang
dijatuhkan mahkamah Arab Saudi terhadap Ruyaii,
bersifat timpang atautidak adil. Pasalnya, putusan
tersebut hanyamelihat dari satu sisi sgja, yaitu
terbunuhnyasang mgjikan, tanpamemperhatikan
aspek-aspek kekerasan yang dilakukan oleh ma-
jikan terhadap Ruyati, yang seharusnyajugadapat
menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan
vonis.

Framing keduadimulai dengan kalimat
Pemerintah dinilai terlambat memberikan bantuan
bagi Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di
Makkah, Arab Saudi. Paragraf ini didukung oleh
pernyataan Anis Hidayah yang mencontohkan
kasus serupayang didami Siti Zaenab padatahun
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1999 berhasi| diselamatkan berkat jasa Gus Dur
yang langsung menel epon RgjaFahd.

Republikamembingkal penyebab masadah
adalah pemerintah (Presiden) yang tidak mau
mengejar diplomas tingkat tinggi; dan koranini
menempatkan Anissebagal narasumber pertama
untuk memperkuat bingkai bahwa pemerintah
dinilal sebagai satu-satunyapihak yang harusber-
tanggung jawab, dengan mengetengahkan pen-
dapat Anisbahwamasihada23 TKI yang nasibnya
akan seperti Ruyati jikatidak ditangani secara
cepat oleh Presiden.

Pemerintah, melalui Menteri HAM, se-
bagai pihak yang disad ahkan kemudian menuding
pemerintah Arab Saudi yang tidak memberita-
hukaninformas mengena hukum pancung Ruyeti
kepada Kedubes RI. Argumen pemerintah di-
perkuat oleh KepalaBP2TKI yang menyatakan
bahwa permintaan maaf telah digjukan, namun
kel uargakorban tidak mau memberi maaf. Di sini
jelas Republika ingin memaparkan argumen-
argumen yang dapat memperkuat pembel aan pe-
merintah. Akhirnyapadaparagraf penutup Repu-
blikamenggunakan pernyataan keluargaRuyati
yang memandang hukuman mati tidak layak dibe-
rikan kepadaRuyati karenaa marhumah sering
dianiaya

Melaui carapenuturandi atasterlihat bah-
wa Republika sebenarnya memaparkan kasus
Ruyati dari tigasudut pandang berbeda: pihak yang
peduli TKI dan menuding pemerintah sebagal pe-
nyebabnya, suarapemerintah yang berusah mem-

beladiri dengan menyal ahkan pihak Arab Saudi,
dan pernyataan kel uargayang tidak menyetuj ui
hukuman yang di dapatkan tanpa dengan senggja
menyal ahkan keduabel ah pihak.

Framing ketigadibukadengan ulasan me-
ngena pidato SBY di Konferens ILOyangdinila
tidak konsisten dengan faktayang terjadi di la-
pangan karenaperlindungan buruh migran hanya
merupakan konsep pidato. Jelaskoran ini mem-
pertegas bahwapemerintah sebagai posisi yang
paling bertanggung jawab atas kejadian Ruyati.
Terlihat bahwakoran ini memilih Anis sebagai
narasumber secarasinis menanggapi pemerintah
sebagai berikut:” Dalam soal hukuman mati ter-
hadap pembantu rumah tanggamigran dan warga
negaralndonesiadi luar negeri, diplomasi luar
negeri Indonesiaterlinat sangat tumpul.” Pendapat
serupabahwadikemukakan anggotaDPR Rieke
yang menilai bahwa sikap pemerintah lamban
dalam merespon kasus yang menimpa Ruyati,
padahal dalam pidato di ILO, Presiden berjanji
memperhatikan kesg ahteraan TKI.

Medialndonesiaberusshamemposisikan
diri sebagai mediaberitayang peduli TKI dengan
menampilkan berbagai pernyataan yang berfokus
pada perlindungan dantanggung jawab pemerintah
terhadap warga negaranya di luar negeri yang
dinilai gagal. Koran tersebut mengetengahkan
bahwaRuyati merupakan orang ke-28 yang men-
dapat hukuman pancung di tahun 2011, danmasih
ada23TKI lagi dari 1,2 jutaWNI di Arab Saudi
yang menanti gal mereka. Selainitujugamem-

Tabel 2. Framing Kedua

22 Juni 2011 Kompas (4)

Republika (5)

Media Indonesia (6)

Bingkai Perlu Jeda penempatan TKI

masalah Tak ada pernghargaan yg layak
terhadap perempuan sebagai pekerja
1999-2011 ada 303 kasus TKI terancam punya kasus sama.
hukuman mati, 216 masih disidang.

Penyebab Penyebab: BNP2TKI dan lembaga

terkait TKI semrawut

Pertimbangan Membela TKI pelecehan seksual,

moral pembunuhan dan terlantarnya TKI di
Saudi perlu segera di atasi. Dan
berpihak pada pemerintah bahwa tidak
semua TKI bermasalah

Rekomendasi  Mengajak pemerintah untuk

menghentikan sementara pengiriman

Pulangkan Jenazah Ruyati
Pemerintah (BNP2TKI) tidak menghargai
hak-hak Ruyati karena masih banyak TKI kebobrokan penangan TKI, kekejaman

Sistem penanganan TKI tak berjalan
dengan baik

Pemerintah diminta membentuk Satgas
untuk menangani nasib ratusan TKI lain
TKI. yang terancam hukuman mati;

Hentikan Pengiriman TKI Ke Arab Saudi
Tanpa memperbaiki sungguh-sungguh

terhadap TKI hanya menunggu waktu
untuk terjadi lagi

Kurangnya goodwill terlihat dari
kecenderungan percepat pembahasan
revisi MoU

Walau semasa bekerja TKI tak dihargai,
tapi setelah meninggal perlu ada
penghargaan, namun memulangkan
jenazah bukan perkara yg mudah.

Mempertanyakan moral pejabat yang
diukur dari komitmen pada kemanusiaan
rakyatnya baik di dalam maupun di luar
negeri.

Mendesak pemerintah melakukan
moratorium TKI ke negara yg belum
memiliki mekanisme perlindungan hukum

Pemerintah harus berusaha
memulangkan jenazah Ruyati.

dan belum ada perjanjian kerja dengan
Indonesia.
Pemerintah diminta membentuk Satgas.
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perkuat keberpihakannyameldui pakar Fakultas
Hukum UniversitasIndonesia(FH Ul), Hikma-
hanto Juwanayang menanggapi bahwasudah sa-
atnyaPemerintah bersikap tegas memperlihatkan
tindakan diplomatiknya.

Framing keempat menunjukkan sikap
Kompasyanglebih jelaskarenaseak awal koran
tersebut tel ah mengagj ak pemerintah untuk meng-
hentikan sementara pengiriman TK| ke negara-
negara yang tidak memiliki perjanjian hukum
perlindungan TKI1. Kompasmenilai langkah peng-
hentian sementara (moratorium) sebagaimana
disuarakan DPR, perlu ditindaklanjuti segeraatau
sangat mendesak, sebab, kasus hukuman mati
yang didami Ruyati, bukanlah yang pertama, pada
tahun 2000. Pemerintah Arab Saudi jugapernah
menghukum pancung TK1 Warni binti Samiran,
tanpa memberi tahu kedubes RI dan keluarga
korban. Tidak hanyaitu, sepanjang tahun 1999-
2011, menurut dataK ementrian Luar Negeri (Ke-
menlu) setidaknya ada 303 TK| yang terancam
hukuman mati, dan 216 di antaranyamasih dalam
prosesperddangan. Serangkaiandasanitulahyang
dig ukan Kompaskepadapembacanyauntuk me-
yakini moratoriumsebagai tindakan palinglogis
sadtini.

Masalah hukuman mati bukanlah satu-
satunyameasal ah yang dihadapi TK di luar negeri,
khususnya TimTeng. Mengutip pernyataan Eva
Kusuma Sundari (Wakil ketua tim khusus pe-
mantuan TK1), Kompas mengetengahkan kom-
pleksitasmasalah yang didami TKI PRT (pekerja
rumah tangga) di TimTeng. “ Gaji yang tidak di-

bayarkan, pemutusan kerja, pel ecehan seksual,
pembunuhan, dantelantarnya TKI di Arab Saudi
perlusegeradiatas,” ujarnya

Setelah mengurai berbagai soal yang
melingkupi TK1 di TimTeng, Kompas melangkah
pada usul moratorium sebagai jawaban dengan
mengetengahkan pandangan, Rusdi Basalamah
(Sekjen Apjati) dan Wahyu Susilo yang mengu-
sulkan kebijakan Moratorium selamasetidaknya
empat bulan, untuk membenahi carut marutnya
persoaan TKI dan dibutuhkannya waktu jeda
selamasetahun. Menurutnya, ini adalah kebijakan
paling tepat bagi pemerintah demi kebaikan semua

Berbagal pernyataan di atas, tidak hanya
merupakan sikap dukungan terhadap kebijakan
moratorium, melainkan sekaligus pertandadari
semakin bergesernyasikap Kompas, yang tadi-
nyasetengah-setengah menyal ahkan pemerintah,
menjadi sikap yang semakin bulat menuduh pe-
merintah sebagai pihak yang paing bertanggung
jawab. Framing di atas menunjukkan BNP2TKI
dianggap sebagal lembagayangtidak memberikan
perlindungan dan jaminan kesdlamatan kerjabagi
TKI dan merupakan lembagayang semrawut.

Framing kelima merupakan headline
Republika Beritaini difokuskan padamasdah pe-
ngakuan kesalahan oleh pemerintah dan itikad
mengganti kerugian yang bisadiwujudkan, seba-
gamanahasi| rekomendas yang dikeluarkan rapat
sidang paripurnaDPR. DPR mendesak pemerin-
tah untuk memulangkan jenazah Ruyati. Sebagai
pendukung dipilihlah Priyo Budi Susanto (Menteri
TenagaK erjadan Transmigras) yang menyatakan

Tabel 3. Framing Ketiga

Kompas 23 Juni (7)

Republika 25 Juni (9)

Media Indonesia 30 Juni (8)

Bingkai

Indonesia desak Arab Saudi

Negosiasi dengan Arab Saudi terkait

Saudi Bantah Minta Maaf

Tidak ada kejelasan apakah Kerajaan
Saudi sudah mengakui kelalaian atas
eksekusi mati TKI Ruyati.

Penyebab: ada perbedaan antara
pernyataan Menlu dan Pemerintah Arab

Masalah perlindungan TKI

Penyebab Belum ada penjelasan resmi dari
pemerintah Arab Saudi mengenai
eksekusi mati TKI tanpa pemberitahuan  Saudi
kepada pemerintah RI.

Pertim- Perlindungan TKI perlu dibahas antar

bangan Moral

Rekomendasi

negara secara serius

Jangan terburu-buru bernegosiasi perlu
masukan dari semua institusi terkait
terutama masyarakat sipil; Pemerintah
juga harus menjadikan Konvensi ILO
169 sebagai dasar isi MoU.

Pemerintah Arab Saudi meremehkan
Pemerintah RI

16 Ribu Paspor TKI dari satu Desa di
Sukabumi

Meragukan Satgas bisa melaksanakan
tugasnya

Penyebab: Proses pengiriman TKI sarat
dengan mafia karena penerapan sistem
satu pintu dalam pembuatan dokumen
calon TKI.

Prosedur sudah benar legal hanya
dokumennya aspal, karena ada praktik
mafia.

Anggaran Satgas sebesar Rp 100 miliar
dialokasikan untuk pendampingan TKI
yang bermasalah dan terancam hukuman
mati di luar negeri.



http://www.pdffactory.com

Sarwono, Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media 187

bahwa pemerintah harusinstropeks diri melalui
penghentian sementara(moratorium) pengiriman
TKI terutamapekerjarumah tanggakenegarayang
tak mau bekerja sama meneken Memorandum
of Understanding (MoU). la, yang peduli terha-
dap nasib TKI, jugamenyarankan agar pemerin-
tah menangani sistem TKI yang sdlamaini dinilai
tidak berjalan dengan baik. DPR jugamendesak
pemerintah untuk membentuk satgas yang me-
nangani 303 TKI yang terancam hukuman. Per-
nyataan-pernyataan DPR bisadikatakan sebagai
bentuk dukungan kepada TK | dan memandang
diri merekasebagal bukan bagian dari pemerintah
yang harus bertanggung jawab. DPR tidak hanya
dilihat sebaga pihak yang menya ahkan namunju-
gasebagal pihak yang memberi solusi, sehingga
menggiring pembacamenilai DPR sangat netral
dan membelakorban dalam kasus Ruyati ini.

Dari 95 kdluarga, Republikakembali me-
nampilkan Evi, anak Ruyati, sebagai narasumber
beritamerekayang menyatakan: “ Pemakaman
jenazah, bagi keluarga, merupakan tanda peng-
hormatan terhadap kerja keras almarhumah
mencari nafkah.” Sebdiknya, pemerintah meaui
kemenlu menyatakan bahwabukan ha yang mu-
dah untuk memulangkan jenazah karenaterkait
dengan tata cara Saudi yang langsung mema-
kamkan setigp orang yang dieksekusi. Pernyataan
berikutnya datang dari narasumber, Muhaimin
Iskandar (Menteri TenagaK erjadan Transmigras)
terkait moratorium dan rencanamempersiapkan
tahapan kebijakan dengan matang dan dalam
waktu dekat. Solusi berikutnya adalah dengan
memperbanyak pengacarayang membela TKI.

Framing keenam dibukadengan kekece-
waan DPR terhadap hukuman mati yang menimpa
Ruyati dan mengaukanlimarekomendas. Daam
hal ini, Medialndonesiamemberi tekanan pada
poin penghentian pengiriman TKI atau moratori-
um. Diharapkan agar moratorium akan memberi
kesempatan padapemerintah untuk melakukan
pembenahan lembaga secara total, termasuk
mengupayakan notakesepahaman dengan negara
tujuan TKI. Tampak Medialndonesiamencoba
meyakinkan pembacanyabahwaBNP2TKI tidak
lagi bisadiandakan sebagai akibat dari kegagdan
parapemimpinnya

Dari sini dapat dilihat bingkai kritik yang
dibangun oleh Medialndonesiamengarah pada

rezim atau otoritasyang berkuasasaat ini. Semen-
tarapadabagian lain beritatersebut, yang diberi
sub judul “tidak optimal’, seolah merupakan pe-
ngakuan pemerintah. Alih-alih memberlakukan
moratorium sebagaimanayang diharapkan DPR,
pemerintah justru mel akukan pembicaraan bil at-
eral dengan Arab Saudi untuk mecapai kesepa-
katan notakesepahaman tentang TKI.

Upayamembi carakan notakesegpahaman
tanpame akukan moratorium, dilihat oleh Media
Indonesiasebagai bentuk kel emahan dari peme-
rintah yang berkuasa. Sikapini dinilai lemah dan
tidak pro TKI. Naras ini sekaigusdibarengi oleh
gpayang dinila Medialndonesiasebagal bentuk
pengakuan akan kegagd anmeindungi TK1 di Tim-
Teng, seperti yang tampak padapernyataan, Reyna
Usman (Pg abat BingpentaK emenakertrans) bah-
wajaringan pemerintah untuk melindungi TKI
measih kurang dan belum optimal.

Kegagalanini bukanl ah menyangkut soal
dana, dalam paragraf terakhir, Medialndonesia
mengungkapkan pernyataan, Agus Martowardojo
(Menteri Keuangan) yang mengatakan danayang
telah dianggarkan untuk upayaperlindungan TKI
di luar negeri mencapai Rp 95 milyar. Dengankata
lain, Medialndonesiamenuduh apayang sslama
ini membuat berbaga upayaperlindunganterhadap
TKI terhambat adal ah karenakurang kompeten-
nyape abat yang ditugaskan.

Kompasdan Medialndonesamempunyai
bingka yang serupadaam menyagjikan keberlan-
jutan kasus Ruyati. Keduasurat kabar itu meng-
anggap bahwalndonesiadiremehkan oleh Arab
dengan menygjikan tulisannyabahwaTidak ada
penjelasan resmi dari Arab Saudi. BahkanMedia
Indonesamembandingkan Pernyataan Pemerintah
danwakil Arab Saudi yang bertentangan dengan
pernyataan Menlu tentang apakah Arab sudah me-
nyampai kan penyesa an atau tidak. Sementaraitu
Republikamenggarisbawahi bahwa prosespengi-
riman TKI di semuaingtitus terkait sarat dengan
mdfia

Framing ketujuh, dalam pemberitan
Kompas menceritakan upayaK emenlu Indonesa
yang melayangkan notaproteskerasterhadap pe-
merintah Arab Saudi, yang disampaikan melaui
DutaBesar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia,
Mohammed Amen al-K hayat. Proses hukuman
mati yang dialami wargaNegaralndonesia, Ruyati
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binti Satubi, yang tanpapemberitahuanterlebih du-
lu pada pihak Indonesia, merupakan pelangga-
ankodeetik diplomasi internasiond. Notaprotes
dilayangkan demi memintapenjelasan resmi me-
ngapahal demikian dapat terjadi. Namun, tidak
hanyaitu, momen dihukum matinya Ruyati, di-
jadikan kesempatan oleh Kemenlu RI untuk men-
desak Arab Saudi merumuskan notakesepahaman
tentang perlindungan TK1. Padaberitaini, Kom-
pas mendefinisikan persoa an yang dialami TKI,
merupakan akibat dari tidak adanyaperlindungan
hukum bagi buruh migran. Pernyataan Jubir Ke-
menlu, Michel Tene, jugadikutip sebagai pen-
dukung; “Daam surat itu kami jugamemintake-
jadianyang samajanganlagi terulang. Kemlu juga
memintaArab Saudi bersediabekerjasamame-
ningkatkan mekani sme perlindungan terhadap
TKI.”

Kutipan di atasmenjelaskan posis Kom-
pas yang memintapemerintah untuk menjadikan
hukuman yang diterimaRuyati sebagai momen-
tum untuk membangun perjanjian bersamaperlin-
dungan TK1 agar di masayang akan datang tidak
adalagi TKI yang bernasib seperti Ruyati. Lebih
lanjut Kompasmeminjam argumenAnisHidayah
yang berusaha meyakinkan pembacanya, agar
upayapembuatan payung hukum bagi TKI, tidak
dilakukan secaratergesa-gesa. Padabagian akhir
artikd tersebut, Kompasmengagjak pembacanya
untuk mendorong pemerintah me akukan tanggung
jawab padajasad seorang warganegara, dengan
mengetengahkan pernyataan bahwabilapeme-
rintah tak bisamelindungi seorang TKW semasa
hidup, maka seti daknya pemerintah bisamengu-
payakan agar jenazah Ruyati dapat dipulangkan,
sebagai bentuk penghormatan terakhir padaal-
marhum dan kel uargakorban.

Framing kedel apan pemberitaan Media
Indones adibukadengan kalimat yang provokatif.
Pengiriman TKI keluar negeri dianggap sarat de-
ngan praktek mafia. Indikasinyaadal ah temuan
Migrant Care yang menemukan 16 ribu paspor
ataupun dokumen yang ternyata palsu karena
menggunakan alamat yang sama, yaitu DesaTe-
galleg, Kecamatan Cilodong, Sukabumi, Jawa
Barat, padaha penduduknyahanyasekitar 6.000
orang. Di sini Medialndonesiamenunjukkan bah-
wameafiajuga ah yang memungkinkan ke 16.000
TKI tersebut masuk dalam kategori TKI legal.

Faktaini menggiring khalayak pembacanya untuk
melihat praktek mafiayang merugikan TKI1 dila-
kukan oleh oknum-oknum yang adadalam peme-
rintahan sendiri. Dengan katalain koran tersebut
menuding pemerintah sebagal penyebab keseng-
saraan TKI.

Faktor penyebab masalah TK1 yang dike-
tengahkan Media Indonesia tidak hanya sodl
mafia, akan tetapi juga, lemahnyasistem birokras
yang adaikut bertanggungjawab atasnya Mdaui
AnisHidayah, koranini memaparkan pernyata-
annyabahwa paramafiabebas bergerak karena
penerapan sistem satu pintu dalam pembuatan
dokumen caon TKI1, padahd tahun 2004 itu pem-
buatan paspor masih harus dilakukan di Kantor
Imigras JakartaTimur. Mengacu padapernyataan
Anis, permasdahanyang dihadapi TKI, bukan lagi
sekedar masal ah orang perorangan yang menj adi
oknum, melainkan permasal ahan sistemik. Se-
mentaraupayapemerintah untuk menanggul angi
kasus Ruyeti dan TKI meldui Pembentukan Saiges
dianggap hanya akan membuang-buang uang,
sebab Kemenlu yang memiliki kewenangan ber-
hubungan dengan negaralain, tidak mampu berbuat
banyak, apal agi Satgasyang kewenangannyaha-
nyadi dalam negeri. Untuk meyakinkan pembaca-
nya, koran tersebut memuat argumenAnisHidayah
yang mengatakan bahwauang seratusmilyar rupiah
bagi anggaran Satgas, akan lebih baik dipergu-
nakan untuk pendampingan TKI yang bermasalah
dan terancam hukuman di luar negeri.

Bagian keduaberitaini memaparkan per-
temuan presiden dengan kedubesArab Saudi yang
diungkapkan Teuku Faizasyah (penasehat pre-
siden bidang hubungan internasional) sebagai
upaya penyel esaian persoalan TKI. Isu tersebut
kemudian dikontraskan dengan paragraf beri-
kutnyatentang tertangkapnya 13 TKl illegal di
Kupang, dan tertahannya 1.440 calon TKI asal
Cirebon yang akibat kebijakan moratorium. Dua
paragraf terakhir, menunjukkan bagaimanaupaya
penyel esain pemerintah yang dilakukan melaui
moratorium ataupun kebijakan diplomatik seba-
gamanayang dilakukan Presiden, belum mampu
menjawab persoalan, dan sekali lagi korbannya
addah TKI.

Framing kesembilan mempertanyakan
mengenal kebenaran permohonan maaf Arab Sa-
udi terkait kasus Ruyati. Bantahan Saudi sangat
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terkait dengan pernyataan Marty sebelumnya
bahwa Pemerintah Arab Saudi telah menyam-
paikan permintaan maaf terkait dengan kasus
Ruyati. Pedaha DubesRI di Saudi merasabahwa
Pemerintah Arab Saudi tidak pernah menyampai-
kan permohonan maaf. lajugamengemukakan
ketidaktahuannya jika pemerintah RI memang
melakukan lobi langsung pada pejabat terkait.
SayangnyaMenluRI puntidak mau menanggapi
bantahan tersebut.

Riekeatau RDP sebagai tim pengawasan
perlindungan TKI dijadikan sebagai narasumber
yang mengatakan bahwa pemerintah harus me-
mastikan keberadaan dan kondisi 58 kasus TK
bermasalah yang di antaranya 35 kasus pembu-
nuhan. Pernyataan RDPini seakaningin menya-
takan tidak penting sigpayang berbohong antara
pemerintah Rl dengan Arab Saudi, tapi yang pal-
ing penting adal ah solus terhadap perlindungan
TKI yang terancam bernasib seperti kasus Ru-
yail.

Isu apayang dibingkai ketigasurat kabar
di atas? Seperti tampak padaanaisis sebelumnya,
ketiga surat kabar, yang menjadi subjek dalam
penelitianini, memiliki caranyasendiri-sendiri
dalam membingkai kasus Ruyati. Namun ada
kesamaan di antara ketiganya yaitu besarnya
sorotan mediaterhadap kinerjapemerintah dalam
menyelesaikan kasus TK|1. Tentu sgjaadabebe-
rapahal yang membedakan ketiganya, di antara-
nyasod pihak yang paling bertanggungjawab atas
soa TKI dan solusi dalam menangani persoalan
TKI.

K ompas merupakan mediayang bisadi-
katakan bersikap paling ramah pada pemerintah.
Semenjak awa pemberitaan kasus Ruyati, seperti
yang tampak dalam berita berjudul “ Pemerintah
Tidak Dapat Hindari Hukuman”, meski padaawal
berita, terlihat sebagai bentuk kritik terhadap pe-
merintah, makapadapertengahan dan akhir berita
tersebut Kompas berupayameyakinkan pemba-
canyabahwaapayang menimpaRuyati di luar ke-
kuasaan pemerintah. Bahkan bisadikatakan seba:
gal takdir. Kompasmembangun argumentas yang
selaras dengan apayang jugacobadikatakan pe-
merintah, bahwa persoalan hukum yang terjadi di
Arab Saudi di luar jangkauan pemerintah. Kompas
berupaya mengarahkan tudingan sebagai pihak
yang paling bertanggung jawab padapemerintah

Arab Saudi yang dinilai bersikap tidak adil pada
Ruyati. Tudingan itu dil atarbel akangi oleh fakta
yang seol ah diabaikan oleh pengadilan Arab Saudi
ketikamenjatuhkan hukuman pada Ruyati, yaitu
bahwasd amabekerjadi Arab Saudi Ruyati kerap
kai mengdami sksaan dari mgjikannya.

Pada berita-berita selanjutnya menyoal
Ruyati dan TK1, Kompas seolah membel okkan
arahterjangnya, dari mencari Sigpayang sdah, pa-
daupayapenanggulangan persoalan TKI. Sikap
ini kembali menegaskan posis Kompasyang me-
nolak untuk menuding pemerintah sebagai aktor
utama penyebab gagal nyaperlindungan terhadap
TKI.

Hal yang sangat berbeda kita dapati dari
Republika. Semenjak awd Republikatelah meng-
arahkan telunjuk padapemerintah. Dalam berita
yang turun sebagal headlinetersebut, Republika
menila apayang menimpaRuyati disebabkan oleh
lambannyakinerjapemerintah. Tidak hanyalam-
ban, pemerintah jugadikesankan lembek atau takut
padapemerintah Arab Saudi. Dalam beritayang
lain, skap Republikakian kentara. Beritayang tu-
run daam format wawancaradenganAnisHidayah
kian menunjukkan bagai mana pemerintah dipo-
sisikan Republikadalam Kasus TKI1. Pemilihan
AnisHidayah sebagai tokoh yang diwawancarai
merupakan sikap tersendiri, pasalnya, iadikena
lantang berbicaramengritik pemerintah di berbaga
mediamenyangkut kasusRuyati. Skap kritik Re-
publikaterhadap pemerintah dalam kasus TKI,
terus menerus muncul dalam pemberitaannya,
meski pun semakin tidak menjadi teman utama
Menjelang akhir Juni, isuyang berkembang hampir
disetiap media, menyoal kan solus penyelesaian
kasus TKI, Republikapunikut arusini.

Meski sama-samamelakukan kritik yang
kerasterhadap pemerintah, carayang dipilihMe-
dialndonesia, berbedadengan Republika. Jika
Republikafokus padapemerintah dalam penger-
tian rezim yang berkuasa, makasasaran Media
Indonesiasifatnyalebih makro, merekamembing-
ka persodan TKI ddam kerangkakegagd an yang
sifatnyasistemik. Carapandangan semacamini
terutamaterlihat dalam beritaberjudul “ 16 Ribu
Paspor TKI dari Satu Desayang Samadi Suka-
bumi” . Dengan faktaitu, Medialndonesiasedang
hendak mengatakan ada praktek mafia dalam
proses pemberangkatan TK1 ke luar negeri dan
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aparat pemerintah terlibat di dalamnya. Praktek
mafiadinilai Medialndonesiamungkin terjadi
karenaadanyakelemahan daamsistembirokras.

Dari sinilah dapat ditemui gagasan yang
lebih makro dalam melihat persoalan TKI. Ke-
sengsaraan yang didami TKI, bukan semata-mata
kesalahan pemerintah yang berkuasa. Melain-
kan merupakan bentuk praktek mafiayang telah
mengakar dalam birokrasi pemerintah. Kiranya
inilah yang bisa dikatakan membedakan kritik
M edialndonesiadengan Kompas dan Republika.
Gagasan yang sama dapat kembali ditemukan
dalam beritalain berjudul “Hentikan Pengiriman
TKI keArab Saudi” . Gaga nyaupayaperlindung-
anTKI di TimTeng dilihat sebagai persoa an pe-
merintah yang tidak memiliki jaringan yang teror-
ganisr untuk tujuanitu. Karenanyasolus yang di-
tawarkan Media Indonesia dalam rangka pe-
nyel esaian kasus TK| pun sedikit berbedadengan
Kompasdan Repubika. Meski ketigamediater-
sebut menawarkan solusi yang hampir samadaam
penye esaian kasus TKI, yaitu moratorium pengi-
riman TKI kenegara-negarayang b ummemiliki
notakesepahaman mengenai perlindungan TKI,
M edialndonesialebih menekankan padapembe-
nahan persoalan interna yang lebih menyangkut
birokrasi pemerintah dan praktek mafiahukum
yang dimungkinkan oleh adanya celah dalam bi-
rokrasi tersebut.

Hasi| pendlitianini memperlihatkan ke-
cenderungan Republikalebih mengarah padasikep
tegas pemerintah terhadap negara-negara penggu-
najasaTKI dan moratorium sebagal upayamen-
desak negara-negaratersebut untuk segaramenan-
datangani nota kesepaham perlindungan TKI.
Republikaterus-menerus menyoroti perihal bu-
ruknyakinerjapemerintah dalam penydessianma
sdah TKI. Hal yang samajugadiharapkan oleh
K ompas, hanya sgjadengan penekanan yang se-
dikit berbeda. Berbedadengan Republika, Kom-
pastidak banyak bicaramengenai pembenahan
internal pemerintah, bahkan cenderung menun-
jukkan upaya-upayayang tengah dil akukan peme-
rintah untuk mengupayakan perlindungan TKI.
Meski tawaran solus dari tigamediatersebut tam-
pak berbeda satu samalain, sesungguhnyalahir-
nya gagasan penyel esaian masalah TKI dalam
Medialndonesia, Kompas, dan Republikadiawali
oleh kenyakinan bahwa TKI ada ah korban yang

tidak berdaya. Dengan begitu semuakembali ter-
pulang padaupayapemerintah dan pihak-pihak
terkait untuk mel akukan upayaperlindungan ter-
hadap TKI, terkecudi TKI itusendiri.

Biladikaitkan dengan standpoint theory
yang menekankan hubungan majikan dan buruh
atau kelompok dominan dan submisif, [aki-laki dan
perempuan, makaterlihat dikotomi menarik. Ada
dikotomi antarapihak dominan di satu sisi yang
diwakili oleh majikan, pemerintah, perusahaan
pengiriman TKI, pusat kekuasaan dan sosok | aki-
laki, di Sis lain terdapat pembantu rumah tangga,
measyarakat miskin, lembagaswadayamasyarakat,
minus kekuasaan dan sosok perempuan. Secara
kuantitasjugabisadilihat bahwasuarapihak pe-
nguasa atau kelompok dominan lebih banyak
disgikan daripada suara korban. Kaum TKW
yang biasanyamenjadi korban kekerasan tidak
diberi posisi berarti untuk menyuarakan kepen-
tingannya. Dengan katalain, mediamasih berpi-
hak padakepentingan kelompok dominan yang
mayoritasnarasumbernyaadaah laki-laki. Ha ini
berarti isu TKW dimaknai dari sudut pandang ka-
um laki-laki dan melaui merekalahisu-isu perso-
adan TKW didefinisikan. Dampak dari pemberi-
taan semacam ini bisamenenggel amkan kepen-
tingan kaum perempuan (TKW) sebagal korban
kekerasan, pelecehan, perkosaan dan lain seba-
gainya

Hubungan antaraPRT dan mgjikan, kelas
borjuisdan proletar selamaini dibangun di atas
ideologi dominan, disadari atautidek telah meresgp
dalam struktur budaya kemasyarakatan. Bagi
media, isu TKW bukanlah merupakanisu yang
besar, seperti isu korupsi, sehingga frekuensi
pemberitaan tidak dilakukan secara rutin dan
akibatnya kurang mendapat perhatian dari
khalayak. Dalam terminologi proses produksi
berita, isu TKW baru menjadi bahan pembicaraan
yang ‘panas dan aktual ketikaterjadi hukuman
pancung atas Ruyati, atau ada peristiwa peng-
aniayaan, hukuman mati ataupun kekerasan dan
lain sebagainya. Hukum pasar jurndistik meng-
hendaki beritayang ‘ panas’ sgjayanglayak untuk
dijual. Hukuman mati terhadap Ruyati mendapat
responsintensif dari media, namun motivas eko-
nomi mediamenjadi pendorong utamasesaét, dan
untuk follow up news, mediacenderung menyi-
sihkan isu-isu TKI sebagai isu lunak. Terdapat
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ungkapan TK sebagai pahlawan devisa, makaha
ini seolah terlihat seperti konotasi yang positif,
namun biladiperhatikan sebutan yang demikian
justrumendehumanisasi, pasanyasubjek TKI ha-
nyadisej g arkan dengan uang, tidak bedahalnya
dengan produk.

Simpulan

Dari pemaparan narasumber laki-laki dan
perempuan terlihat penekanan yang berbedaddam
meresponskasusRuyati. Smpulan dari penditian
ini bahwa; pertama, suara pejabat pemerintah
yang sebagian besar adal ah laki-laki cenderung
menekankan penyd esaian kasusyang mdilit TKW
harudah dil akukan secaraprosedural sesual dengan
hukum di Arab, dan juga prosedur birokrasi di
negaraini. Penyelesaian persoadlan TKW terkait
dengan masal ah politisdan ekonomis, makawa
canapermintaan maaf dari negara Saudi Arabia,
pentingnyakebijakan moratorium sebaga solus
jangkapendek, perlunyapenghitungan danabagi
perlindungan TKW, dan danabagi pembentukan
satuan tugas merupakan bingkai dari media. Per-
hitungan untung-rugi terhadap pemberlakuan
moratorium pun dianggap penting karena akan
berdampak padatersendatnyapengiriman TKI ke
luar negeri yang akan mengakibatkan penurunan
remitand. Di 99 lain pernyataan aktivisdan politis
perempuan menggari shawahi bahwausahapenye-
lamatan TKW masih sebataswacana, karenaitu
Suaramerekamenekankan padakepentingan yang
mendesak untuk menyelamatkan individu TKW
yang terancam hukuman mati. Ketikaterjadi an-
caman hukuman mati, maka penyel amatan ter-
hadap terdakwatidak bisalagi dilakukan melalui
jalur hukum dan birokrasi namun perlu sebuah
terobosan untuk menye amatkan nyawaseseorang,
yaitudiplomas tinggi di antarakepaanegara. Hal
ini penting karenatidak sedikit merekayang ter-
ancam hukuman mati dalam waktu dekat ini dan
perlu penangan yang cepat. Aktivisdan politis pe-
rempuan mendesak pemerintah agar tak mengelak
dari tanggung jawab menye amatkan TKW dengan
berddih kasusini masuk lingkup pidanasehingga
tidak bisamengintervens.

Kedua, has| penditianini mengindikaskan
bahwa narasumber perempuan jugamemahami

perlunyaupayapembuatan payung hukum sebagai
solus dari mengural persodan TKW. Narasumber
laki-laki menggarisbawahi perlunyaperaturanitu
dibuat sesegeramungkin, makaaktivisperempuan
menegaskan agar pembuatan hukum itu perlu
dilakukan tanpatergesa-gesadengan |l ebih mem-
perhatikan kepentingan TKW, karenakompleks-
nyapersoaanyang melilit TKW.

Ketiga, pemberitaan tentang suara pe-
rempuan lain berasd dari anak perempuan Ruyati
yang digambarkan secara dramatis, terutama
penekanan padaceritaanak Ruyati tentang per-
lakuan majikan di Saudi Arabiaterhadap Ruyati
yang tidak manus awi. Pemberitaan yang drama-
tisselau mewarna kasusRuyati, seolah fenomena
tersebut merupakan isuyang menarik dijua oleh
mediadan merupakan kesempatan dalam meraih
meningkatkan penjuaan media. Sebaiknyamedia
tidak mel akukan hal tersebut.

Keempat, pemberitaan tentang persoa an
TKI aaupun penyajian suaranarasumber perem-
puan hanya dapat terjadi ketika pekerjamedia
telah menyadari pentingnyapenggunaan perspektif
gender di dalamindustri media.
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